BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN AHLI MEDIS
TENTANG USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 AYAT 1&2 UU NO.
1 TAHUN 1974

A. Analisis Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.' Dari istilah perkawinan telah diketahui bahwa perkawinan
mempertemukan lawan jenis untuk bersatu dan melakukan tujuan yang
sama. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan
merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak
pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Dalam persoalan perkawinan tidak lepas dari batasan usia perkawinan
dan untuk mencermati batasan usia dewasa, yang selama ini menjadi satu
polemic dan merupakan satu batu pijakan diberlakukannya hukum positif
atas tindakan seseorang dalam ranah hukum, dan upaya dari pemerintah
untuk keluar dari tata nilai adat maupun Hukum Tuhan yang bersifat mutlak
(sebagai pembanding akan dibatasi pada sudut pandang hukum positif, UU
Perlindungan Anak dan UU Kesehatan), tampak berbagai keganjilan sebagai

berikut :

! Undang-Undang R.I No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Zs/am. 2
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Menurut UU No.1 1974 : UU No.l 1974 tidak mengatur secara
langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan
tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat
ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21
tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat
batasan minimum usia untuk dapat kawin bagui pria adalah 19
(sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa : Anak yang belum mencapai
umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan
perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak
dicabut kekuasaan orang tuanya”. Dan dalam Pasal 50 ayat (1)
menyatakan bahwa : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun dan belum pernak kawin, tidak berada di bawah kekuasaan

orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan
bahwa anak dalam UU No.l tahun 1974 adalah mereka yang belum
dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan
dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

Pengertian anak berdasarkan UU Perlindungan Anak : Anak dalam UU
No.23 tahun 2002 tercantum dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.
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Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai
berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur 18 (delapan) termasuk anak
yang masih dalam kandungan. Sedangkan syarat kedua si anak belum
pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan
ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang
terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian,
maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap
18 (delapan belas) tahun.

UU Kesehatan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam pasal 1 ayat 2 yang
berbunyi : Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik,
mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit
atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses
reproduksi. Sehingga perkawinan yang ideal dilakukan untuk seorang
wanita ketika ia sudah berusia di atas 20 tahun dan untuk seorang laki-

laki di atas 25 tahun.

Dan menurut BKKBN usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20

sampai 30 tahun, lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko.

Pernyataan ini senada juga dengan pandangan sebagian ahli medis. Kesiapan

seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak

ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan

mental/emosi/psikologis dan kesiapan sosial/ekonomi. Secara umum,
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seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan
pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuhnya berhenti tumbuh), yaitu sekitar
usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan
fisik. Sedangkan  tolak  ukur  perempuan  dikatakan  siap
mental/emosi/psikologis ketika ia bisa mengetahui hak dan kewajiban
setelah perkawinan, mampu menjalankan bahtera rumah tangga dan siap
untuk mendidik anak yang dilahirkan nantinya. Dan kesiapan sosial dan
ekonomi seorang perempuan dapat diketahui dari cara mereka bergaul

dengan tetangga dan melanjutkan kehidupan berumah tangga.

Resiko yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah usia 20 tahun,
diantaranya : Kanker Leher Rahim (KLR), Keguguran (abortus), Kematian
Ibu dan Bayi, Pendarahan ketika Persalinan, Sulitnya Persalinan, Berat
Badan Lahir Rendah (BBLR), Kecacatan pada Janin, Anemia Kehamilan,
Persalinan Prematur, Keracunan Kehamilan (gestosis), Mudah terjadi infeksi,
dan lain-lain. Hal ini terbukti bahwa perkawinan di bawah usia 20 tahun
lebih berbahaya daripada usia di atas 20 — 35 tahun.

Dari uraian tersebut jelas bahwa batasan dalam hal usia dewasa dan
perkawinan antar satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya
mengalami ketidaksamaan dan perkawinan di bawah umur (anak) lebih
banyak mafsadamya daripada manfaatnya. Oleh karena itu orang tua harus
disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya

dalam usia dini atau anak.
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1. Analisis Pandangan Ahli Medis Yang Sepakat Terhadap Usia
Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1&2 UU No. 1 Tahun 1974

Hukum agama termasuk Islam tidak menetapkan batas usia
perkawinan. Dalam agama Islam hanya mengatur baligh (kedewasaan)
dengan beberapa tanda-tanda. Pertama, anak perempuan sudah berusia 9
tahun atau lebih dan telah mengalami haidh (menstruasi). Kedua, laki-
laki atau perempuan telah berumur 9 tahun atau lebih dan pernah
mengalami mimpi “basah”. Ketiga, laki-laki atau perempuan yang telah
mencapai 15 tahun tanpa syarat haidh dan mimpi “basah”.
“Jadi, kedewasaan dalam Islam rentang usia 9 tahun hingga 15 tahun,
sehingga penetapan batas usia nikah 16 tahun bagi wanita sudah sesuai
kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai Islam”. Pernyataan ini sesuai
dengan pendapat dr. Taufik, dimana beliau lebih condong pada agama
Islam bahwa seseorang dapat melakukan perkawinan jikalau sudah
baligh dengan munculnya tanda-tanda kebalighan.

Hadits Nabi yang berbunyi : Wahai para pemuda, barang siapa di
antara kalian telah mencapai ba’ah, maka kawinlah. Karena
sesungguhnya kawin lebih bisa menjaga pada pandangan mata dan lebih
menjaga kemaluan. Bila tidak mampu melaksanakannya maka
berpuasalah karena puasa baginya adalah kendali (dari gairah seksual)””

Hadits di atas dengan jelas dialamatkan kepada syabab (pemuda).

Menurut mayoritas ulama, syabab adalah orang yang telah mencap aqil

22 lbnu Hajar Al-Asgolani, Terjemah Bulughul Maram Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup
Sehari-Hari, (Jogjakarta : Hikam Pustaka, 2009), 256
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baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Aqil baligh bisa
ditandai dengan mimpi basah (iAtilam) atau mensturasi (haid bagi
wanita) atau telah mencapai usia lima belas tahun.

Pandangan sebagian ahli medis salah satunya dr. Taufik
memandang bahwa ketentuan usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun
1974 tidak ada masalah yang serius karena penetapan usia 16 tahun dan
19 tahun sudah sesuai dengan hukum Allah yang mana usia kedewasaan
dan mulai diperbolehkan menikah ketika ia sudah baligh yakni
mengalami haidh untuk perempuan dan 7A¢i/am untuk laki-laki.

2. Analisis Pandangan Ahli Medis Yang Tidak Sepakat Terhadap Usia
Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1&2 UU No. 1 Tahun 1974
Sesuai penelitian yang dilakukan peneliti bahwa sebagian ahli
medis, diantaranya : dr. Khof albar, dr. Ali Sibra, bidan Listyawati,
bidan Nurul Afidah dan bidan Nunik Hamidah mengatakan perkawinan
yang dilakukan oleh anak usia di bawah 20 tahun akan banyak
menimbulkan mafsadat daripada manfaatnya karena di usia yang dini
mereka belum cukup matang baik dalam segi fisik maupun
psikologisnya. Dan dalam masalah kesehatan reproduksi sangatlah
berpengaruh karena dalam usia tersebut kondisi alat reproduksi belum
matang bahkan masih dalam proses pematangan.
Istilah reproduksi berasal dari kata “re” yang artinya kembali dan
kata produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Istilah

reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam
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menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Kesehatan
reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara mental, fisik dan
kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan
dengan sistem, fungsi serta proses dan bukan hanya kondisi yang bebas
dari penyakit atau kecacatan semata.’

Kesehatan reproduksi mencakup tiga komponen yaitu
kemampuan (ability), keberhasilan (success), dan keamanan (safety).
Kemampuan berarti dapat bereproduksi. Keberhasilan berarti dapat
mengahilkan anak sehat yang tumbuh dan berkembang. Keamanan
berarti semua proses reproduksi termasuk hubungan seks, kehamilan,
persalinan, kontrasepsi, dan abortus seyogyanya bukan merupakan
aktivitas yang berbahaya.

Jika paparan di atas tidak sesuai dengan kenyataan berarti dalam
pelaksanaan perkawinan terdapat langkah yang terlewatkan. Kesehatan
reproduksi sangatlah penting untuk diperhatikan bagi calon sepasang
suami istri yang akan melakukan perkawinan karena jika hal ini
dikesampingkan maka tujuan perkawinan untuk mendapat keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai.

Kesehatan reproduksi sangat berkaitan dengan usia, kapan usia
yang layak untuk melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan
yang baik. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1&2 menentukan

bahwa seorang perempuan diijinkan untuk menikah ketika sudah berusia

3 Marmi, Kesehatan Reproduksi edisi 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013) 1
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16 tahun dan untuk laki-laki berusia 19 tahun. Hal ini mendapat
perhatian oleh para ahli medis khususnya pada kesehatan reproduksi
dimana menurut sebagian ahli medis dan buku-buku literatur kesehatan
mengatakan bahwa usia di bawah 20 tahun alat reproduksi belum siap
untuk mengalami pembuahan sampai terjadinya persalinan.
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ahli Medis Tentang Usia
Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1&2 UU No. 1 Tahun 1974

Pada prinsipnya hukum Islam mempunyai tujuan yaitu untuk
mengatur kehidupan masyarakat agar aman, tertib, teratur dan juga
menjunjung tinggi keadilan, mencegah kedzoliman, kejahatan, baik dengan
cara langsung maupun tidak langsung.

Usia Perkawinan dalam Islam memang tidak ada batasan konkrit
tentang usia berapa seseorang dapat melakukan perkawinan hanya saja Islam
berpegang pada kata Baligh dimana ketika seorang anak telah mengalami
beberapa tanda kebalighan maka di saat itulah mereka dapat melakukan
perkawinan, diantaranya : anak perempuan telah haid/menstruasi, anak laki-
laki telah mengalami mimpi basah, berubahnya tanda-tanda fisik, dan lain
sebagainya.

Akan tetapi hukum Islam mengakui adanya perubahan aturan yang
didasarkan oleh al-Qur’an dan Hadits karena pada hakikatnya kehidupan
selalu berjalan dan apa yang terjadi sekarang pasti akan berubah di masa

yang akan datang. Disini Islam mempunyai alternatif pengambilan hukum
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untuk menyelesaikan masalah-masalah terkini yang pada zaman dahulu
belum ada.

Agama Islam merupakan agama yang bersifat rahmatan [il’alamin
yakni agama yang memberi rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam

semesta, termasuk hewan, tumbuhan, jin, maupun manusia.

Bahkan dalam Islam masalah Perkawinan sudah diatur dalam al-
Qur’an yang mencakup rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan dan
semua yang berkaitam dengan perkawinan. Allah berfirman dalam surat an-

Nur ayat 32 :
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Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas tidak ditemukan adanya ketentuan usia
seseorang untuk melakukan perkawinan dan hal ini mendorong umat Islam
untuk menggali hukum-hukum Allah yang belum tertera dalam al-Qur’an
dan Hadits. Meski tidak ada ayat yang menerangkan tentang batas usia
perkawinan secara eksplisit tetapi dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 6

sedikit menyinggung tentang usia perkawinan.

*1bid. 354
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Artinya : dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta)

Ayat ini menjelaskan bahwa usia perkawinan adalah berakhirnya
masa kecil. Hal ini berarti bahwa sebelum sampai pada usia baligh, tidak
boleh ada perkawinan. Jika tidak, maka makna pembatasan di sini menjadi
tidak ada. Di samping itu, perwalian atas anak kecil mempunyai tujuan
untuk menjamin dan mewujudkan kemaslahatan sehingga tidak
diperbolehkan ada perwalian atas anak kecil pada hal-hal yang tidak
mengandung maslahat bagi mereka, apalagi padahal yang memberikan
mudharat pada mereka. Perwalian pada anak kecil dalam perkawinan tidak
memberi manfaat pada mereka karena terpenuhinya kebutuhan seksual dan
memperbanyak keturunan yang dipandang sebagai maksud perkawinan
belum dimiliki dan belum bisa dirasakan oleh anak kecil.

Akan tetapi menkawinkan anak dalam wusia dini, berarti juga
mengondisikan mereka untuk melakukan atau diperlakukan sebagai orang
dewasa. Melakukan hubungan seksual adalah salah satu konsekuensinya.
Dengan demikian, seorang anak (terutama anak perempuan) yang
dikawinkan secara dini tidak saja akan berhubungan seksual sebelum
waktunya, melainkan juga hamil, melahirkan, dan menyusui yang seharusnya

hanya dilakukan orang dewasa.

3 bid. 77
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Alat reproduksi perempuan dalam usia anak belum semuanya matang
sehingga belum sepenuhnya siap untuk difungsikan. Ketika dipaksakan,
maka anak perempuan dapat mengalami gangguan berupa rasa sakit yang
sangat ketika berhubungan seksual, gangguan kehamilan dan melahirkan
karena pinggul yang sempit, bahkan munculnya penyakit yang mematikan.
Secara mental, mereka juga belum siap untuk melaksanakan peran dan tugas
baru baik sebagai isteri maupun ibu-ibu. Perkawinan dini memaksa seorang
anak melakukan tindakan yang semestinya hanya dilakukan oleh orang
dewasa. Mestinya, anak-anak harus lebih banyak bermain dan belajar
mengenai kehidupan tanpa dibebani apapun.

Hal ini sangatlah jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak
pada usia di bawah 20 tahun akan membahayakan salah satu pihak atau
bahkan keduannya. Dan bunyi Hadits Nabi yang berkaitan tentang larangan

untuk membahayakan diri sendiri :

= *z
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artinya: Dari AbQi Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu
anhu, Rastlullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak

boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”
Oleh karena perkawinan merupakan sunnahtullah dan pada
kenyataannya terdapat mafsadat juga dalam pelaksanaanya maka dapat

disimpulkan bahwa segala sesuatu yang belum ada hukumnya dapat ditelaah

melalui ijtihad hukum yakni Shaddu adh-dhari’ah.
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Namun demikian tidak secara otomatis Shaddu adh-dhari’ah itu
menjadi hukum, melainkan masih harus dikaji dari berbagai hal. Shaddu adh-
dhari’ah ialah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung
kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan. Dari pengertian di atas dapat
diketahui bahwa perbuatan yang mulanya dibolehkan (mengandung
kemaslahatan), tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Shaddu adh-dhari’ah
dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi ¥
1. Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn

Qayyim membagi Adh-dhari’ah menjadi empat,yaitu :

a. Adh-dhari’ah yang memang pada dasarnya membawa kepada
kerusakan seperti minuman-minuman yang memabukkan yang
membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang
membawa kerusakan pada keturunan.

b. Adh-dhari’ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun
ditujukan untuk perbuatan yang buruk yang merusak, baik dengan
sengaja seperti nikah muhallil. Nikah itu sendiri hukumnya halal
tetapi ketika perkawinan ditujukan untuk menghalalkan yang haram
maka menjadi haram.

c. Adh-dhari’ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan
untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan
yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti

perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 20 tahun yang

® Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2 Cet-4, (Jakarta : Kencana, 2008), 452
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mana perkawinan merupakan anjuran Nabi akan tetapi
kerusakan/kemafsadatan yang timbul setelahnya lebih besar dari

pada kemaslahatannya.

. Adh-dhari’ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun

terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya
lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Contohnya : melihat wanita

yang dipinang

2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi

membagi Adh-dhari’ah menjadi empat jenis, yaitu : ’

a. Perbuatan itu dapat dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan.

Contohnya : menggali lubang di tempat yang gelap yang biasa

dilalui oleh orang.

. Perbuatan yang mengandung kemungkinan untuk menuju ke yang

dilarang. Contohnya : menjual anggur kepada orang yang tidak

terkenal sebagai produsen khamr(minuman keras).

. Perbuatan yang dasarnya adalah mubah namun kemungkinannya

akan membawa kepada kebinasaan yang lebih besar dibandingkan
kemaslahatannya. Contohnya : perkawinan yang dilakukan oleh
anak di bawah usia 20 tahun yang mana perkawinan merupakan
anjuran Nabi akan tetapi kerusakan/kemafsadatan yang timbul

setelahnya lebih besar dari pada kemaslahatannya.

7 Ibid. 453
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d. Perbuatan yang dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan,
tetapi pada pelaksanaannya kemungkinan terjadi sesuatu yang
dilarang. Contohnya : akad jual beli yang mungkin digunakan
sebagai upaya mengelak dari riba.

Jika dilihat dari segi akibat yang akan ditimbulkan darinya
perkawinan yang dilakukan seorang anak di bawah usia 20 tahun termasuk
kategori adh-dhari’ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan
untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana
kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya. Perkawinan merupakan salah
satu cara untuk menjaga keturunan umat manusia akan tetapi perkawinan
yang dilakukan di bawah usia 20 tahun akan menimbulkan bahaya yang
sangat besar hingga kematian.

Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, perkawinan yang
dilakukan seorang anak di bawah usia 20 tahun termasuk kategori Perbuatan
yang dasarnya adalah mubah namun kemungkinannya akan membawa
kepada kebinasaan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatannya.

Tidak lepas dari tujuan syariah yaitu kemaslahatan atau
kesejahteraan umat manusia baik untuk jangka pendek maupun jangka
panjang, dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan perkawinan apabila
perkawinan itu mendatangkan kerusakan maka menghindari ke arah
kerusakan/kemafsadatan harus diutamakan. Maksudnya, jika dalam satu

perkara terdapat sisi kerusakan dan sisi kemaslahatan, maka yang lebih
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diutamakan adalah menghindarkan kerusakan. Meskipun dengan begitu,
mengabaikan sisi kemaslahatannya. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih :
Flall Cl e paie aalall ¢

Dari beberapa uraian di atas dan dari bab-bab sebelumnya,
dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada nmnass yang pasti
menerangkan tentang batas minimal perkawinan. Hanya saja
ketentuan wusia perkawinan telah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun
1974 pasal 7 ayat 1&2 dan ketentuannya untuk zaman sekarang
sudah dianggap tidak relevan lagi dikarenakan kondisi zaman dulu
dan sekarang sangatlah berbeda. Selain itu di Indonesia belum
adanya satu kebijakan yang sama tentang batas usia perkawina baik
hukum Islam, hukum perdata/positif maupun hukum adat.

Perlu adanya penegasan dalam penentuan batas  usia
perkawinan dan adanya perubahan dalam penentuan batas usia
perkawinan yang telah dicantumkan dalam UU No. 1 Tahun 1974
pasal 7 ayat 1&2 karena dirasa banyaknya kemafsadatan yang timbul
setelahnya. Karena dalam hukum Islam, perkawinan yang dilakukan
anak di bawah usia 20 tahun tetap sah hanya saja jika perkawinan ini
tetap dilanjutkan maka terjadi kerugian di salah satu pihak yakni
pihak perempuan karena berbagai hal, diantaranya : kesempatan
untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi akan hilang,
kesehatannya akan terancam karena bahaya-bahaya yang

ditimbulkan lebih besar dan hak memperoleh masa kanak-kanak akan
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hilang.
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